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MENYIKAPI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG KURANG SEHAT

 Indarto Waluyo


A. Pendahuluan


Dalam sistem administrasi negara Indonesia, disebutkan bahwa aparatur negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan apartur pemerintahan. Secara rinci dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) tahun 1988 dan GBHN tahun 1993 dijelaskan bahwa aparatur negara digolongkan dalam (Salamun ; 1999) :

a. Aparatur Kenegaraan

Aparatur kenegaraan meliputi lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 meliputi : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, beserta pejabat dan anggotanya.


Indarto Waluyo, S.E, Akt. Adalah Dosen Prodi Pend. Akuntansi FIS Universitas Negeri Yogyakarta

b. Aparatur Pemerintahan

Aparatur pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan tugas pembangunan adalah tugas –tugas dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, yang umumnya dilaksanakan melalui proyek proyek pembangunan.

c. Aparatur Perekonomian Negara

Aparatur perekonomian negara mencakup badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Adapun fungsi BUMN dan BUMD, seperti disebutkan dalam PP No: 3/1983 tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMN adalah sebagai berikut :

· Melaksanakan dan menunjang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

· Memupuk dana bagi pembiayaan negara

· Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha

· Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat

· Melengkapi kegiatan swasta dan koperasi

· Menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati swasta

Kinerja BUMN/BUMD pada umumnya relatif baik, namun ada sebagaian yang  memerlukan perhatian, karena masih menderita kerugian. Hasil audit (pemeriksaan) kantor akuntan publik independen beberapa waktu lalu menyatakan bahwa beberapa BUMN selama tahun 1998 – 2002 menderita kerugian nyata (actual loss) sebesar Rp. 17,092 triliun, dan masih memiliki kerugian potensial (potential loss) sebesar Rp. 2,654 triliun. Adapun BUMN tersebut seperti terlihat dalam tabel dibawah ini (Kompas ; 08/11/03) :

Tabel 01

Hasil Audit Kinerja BUMN

	No
	Nama
	Kerugian (dlm milyar)

	
	
	Nyata
	Potensial

	1
	PT. Dirgantara Indonesia
	7.253
	1.060

	2
	PT. Pupuk Sriwidjaja
	5.130
	417

	3
	PT. Kereta Api Indonesia
	2.599
	1.149

	4
	PT. Taspen
	2.110
	28

	
	Jumlah
	17.092
	2.654


Sumber: Kompas

Permasalahan yang dihadapi adalah haruskah dengan kerugian yang diderita (potensial maupun aktual) tersebut, BUMN–BUMN tersebut harus ditutup (dilikuidasi) ? Jika ditutup, pertimbangan apa yang melandasi?. Hal ini sangat penting mengingat kasus di atas juga banyak dialami oleh BUMD-BUMD di seluruh pelosok tanah air. Hal ini diperburuk dengan telah diperlakukannya UU No: 22 dan No: 25 tahun 1999 yang memberikan wewenang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber keuangan daerahnya sendiri melalui peningkatan pendapatan aseli daerah (PAD), sehingga BUMD yang relatif tidak produktif (rugi) kemungkinan akan ditutup. 

Padahal seperti dinyatakan dalam PP No: 3/1983 tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMN, salah satu tugas BUMN/BUMD adalah sebagai public service yakni sebagai penunjang kebijakan pemerintah dan pembangunan, jika BUMN/BUMD tersebut ditutup maka peran tersebut akan hilang atau berkurang. Sebagai contoh; salah satu pemerintah kabupaten di DIY tengah melakukan evaluasi terhadap BUMD di lingkungannya, sebagai langkah efisiensi, bagi BUMD yang tidak produktif akan ditutup pengoperasiannya, karena dianggap sebagai pemborosan anggaran (Kedaulatan Rakyat; 18/11/2003). Menurut hemat penulis ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan untuk melikuidasi BUMN/BUMD, yakni yang pertama  pertimbangan ekonomis  dan yang kedua adalah pertimbangan sosial.

Pertimbangan Ekonomis dan Sosial


Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk melikuidasi BUMN/BUMD, yakni :

a. Pertimbangan Ekonomis

Dari sudut pandang ekonomis, BUMN/BUMD diperlakukan sebagai unit bisnis (bussines entity), yang mana kinerja perusahaan diukur dari seberapa besar perusahaan tersebut mampu mencetak laba. Semakin tinggi laba yang dicapai, semakain baik pula kinerjanya, karena semakin banyak pula bagian dari laba tersebut yang masuk ke kas negara (BUMN/BUMD sebagai profit getter). Demikian pula sebaliknya, semakin kecil laba / semakin besar rugi maka akan semakin jelek kinerjanya karena  akan menggerogoti keuangan negara.

b. Pertimbangan Sosial

Megacu pada PP No: 3/1983 tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMN/BUMD, bahwa BUMN/BUMD berperan sebagai pelaksana dan penunjang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, pelengkap kegiatan swasta serta koperasi, dan perintis kegiatan yang tidak diminati swasta, secara garis besar dapat dikatakan sebagai public service. Semakin tinggi/banyak pelayanan yang diberikan kepada rakyat, semakin baik pula keberadaan dan fungsi BUMN/BUMD tersebut.

Pertimbangan Ekonomis


Sebagaimana dalam perusahaan swasta, BUMN/BUMD dipacu untuk mendapatkan laba. Laba diperoleh dengan cara membandingkan antara beban dengan pendapatan(matching costs with revenues). Laba diperoleh bila terjadi selisih lebih pendapatan diatas beban, demikian sebaliknya perusahaan akan menderita kerugian bila beban lebih besar dari pendapatan. Secara definisi, penghasilan(income) meliputi baik pendapatan(revenues) maupun keuntungan(gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang normal/biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa(fees), dan sebagainya. Sedangkan keuntungan meliputi misalnya pos yang timbul dalam pengalihan(penjualan) aktiva tetap (SAK: 1996).

Tabel 02

Pendapatan
	Item (Rp)
	Jumlah Produksi

	
	0
	20
	30
	40
	50
	60

	R
	0
	1.600
	2.400
	3.200
	4.000
	4.800


Keterangan :

R
= Revenue

Sekua barang yg diproduksi laku terjual @ Rp. 80,-
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Beban adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi:1999). Menurut hemat penulis beban dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok  :

· Beban tetap non depresiasi(penyusutan)

Beban tetap non depresiasi adalah beban yang jumlah totalnya relatif tetap dalam range volume tertentu, selain beban-beban depresiasi. Contoh: Gaji direksi, gaji satpam, dll.

· Beban tetap depresiasi

Beban tetap depresiasi adalah beban yang jumlah totalnya relatif tetap dalam range volume tertentu, khusus untuk beban-beban depresiasi. 

Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis (Haryono : 1995). Yang membedakan antara beban tetap depresiasi dengan beban tetap lainnya adalah, pada beban tetap non depresiasi ada arus kas keluar (out of pocket), sedangkan beban depresiasi tidak ada arus kas keluar. Pembebanan depresiasi dilakukan semata-mata agar dapat dilakukan penandingan (matching) yang tepat antara pendapatan dengan beban, sebagaimana mengacu pada prinsip penandingan (matching costs with revenues principle). Contoh: Beban depresiasi bangunan, beban depresiasi mesin, dll.  

· Beban variabel

Beban variabel adalah beban yang jumlah totalnya berubah berbanding lurus dengan volume kegiatan/produksi. Contoh: Bahan baku, upah buruh, dsb.

Tabel 03

Beban Tetap,Variabel dan Total 

	Item (Rp)
	Jumlah produksi (unit)

	
	0
	20
	30
	40
	50
	60

	TVC
	0
	1.200
	1.800
	2.400
	3.000
	3.600

	FCND
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	FCD
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	TFC
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	TC
	800
	2.000
	2.600
	3.200
	3.800
	4.400
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Keterangan :

TVC
= total variabel cost (Rp. 60,-/ unit)

FCND
= fixed cost of non depreciaton (Rp. 500,-)

FCD
= fixed cost of depreciaton (Rp. 300,-)

TFC
= total fixed cost (FCND + FCD)

TC
= total cost (TVC + TFC)

Untuk menghitung laba/rugi, maka kita perlu membandingkan beban dengan pendapatan, adapaun perhitungannya seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 03

Pembandingan Pendapatan dengan Beban

(data beban tetap depresiasi ditampilkan)

	Item (Rp)
	Jumlah produksi (unit)

	
	0
	20
	30
	40
	50
	60

	R
	0
	1.600
	2.400
	3.200
	4.000
	4.800

	TC
	800
	2.000
	2.600
	3.200
	3.800
	4.400

	Laba
	-800
	-400
	-200
	0
	200
	400

	FCD
	300
	300
	300
	300
	300
	300


Keterangan :




Asumsi semua barang laku terjual

R      
= Revenue

TC     
= Total Cost

Laba   
= R – TC 

FCD
= Beban Tetap Depresiasi

Gambar 03


Pendapatan Vs Beban
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Terlihat bahwa pada tingkat produksi 40 unit, perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun mendapatkan keuntungan, keadaan seperti ini disebut BEP (Break Event Point). Namun bila tingkat produksi kurang dari 40 unit maka perusahaan akan menderita kerugian, demikian pula sebaliknya. Besarnya kerugian adalah sebesar luas permukaan segitiga, sebagai contoh ; bila produksi pada tingkat (kapasistas) dq maka kerugian yang diderita adalah sebesar luas permukaan segitiga d1 b d, sebaliknya jika berproduksi pada kapasitas fq, maka perusahaan akan mengalami keuntungan sebesar luas segitiga f1 b f.

Pertimbangan Sosial


Mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sebagai salah satu dari tanggung jawab negara kepada rakyatnya, seperti dinyatakan dalam tujuan sekaligus tugas negara Indonesia, yakni :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdasakan kehidupan bangsa

d. Ikut melaksanakn ketertiban dunia.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah adalah bagian dari aparatur perekonomian negara yang mempunyai tugas utama menjalankan fungsi bisnis walaupun tidak semata-mata mencari keuntungan. Inpres No:5 /1988 mengelompokkan BUMN/BUMD ke dalam beberapa kelompok menurut kegiatan usahanya (Salamoen, 1999) :

a. Usahanya bersifat tugas-tugas pengusahaan dan pembangunan prasarana tertentu.

b. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan tertentu (keamanan dan kerahasiaan) harus dikuasai oleh Negara.

c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau strategis

d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.

f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.

Keputusan yang bijaksana


Dengan adanya 2 kepentingan yang berbeda, mengakibatkan adanya keharusan untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Kedua kepentingan tersebut bila digambarkan seperti dalam grafiks di bawah ini :

Gambar 04

KepentinganEkonomi Vs Sosial
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Kep. Sosial


Terlihat dalam gambar bahwa semakin ke kanan garis tersebut, maka fungsi pelayanan terhadap masyarakat sebagi tugas negara semakin dominan, namun pada saat yang sama fungsi perusahaan sebagai bussines entity relatif terabaikan. Demikian pula sebaliknya semakin ke kiri garis tersebut, kepentingan ekonomi semakin terasa mewarnai penyelenggaraan operasi perusahaan tersebut.

Beban Tetap Depresiasi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan


Beban tetap depresiasi sebagai salah satu komponen beban, dapat dijadikan standar ditutup tidaknya perusahaan. Ada beberapa alasan yang mendasarinya :

1. Beban tetap depresiasi merupakan elemen penyusun laba/rugi

2. Beban tetap depresiasi bersifat semu

Pengertian semu adalah beban tetap depresiasi merupakan bagian dari beban yang secara akuntansi akan mengurangui pendapatan, namun dalam praktiknya tidak ada aliran kas yang keluar untuk pembayaran beban tersebut. Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagi berikut :Perusahaan mencatat pembebanan upah buruh, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil uang kas /Bank untuk dibayarkan pada para buruh (terlihat adanya arus kas keluar). Perusahaan mencatat beban tetap depresiasi, dalam kasusu ini tidak terlihat adanya arus kas keluar, karena memang senyatanya tidak ada arus kas keluar. Yang ada hanya dalam sudut pandang pencatatan saja.


Hal demikian ini bisa digunakan untuk menilai ulang BUMN/BUMD yang sedang diaudit, khususnya yang mengalami kerugian. Adapun aturan main yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kerugian per tahun  beban tetap depresiasi per tahun

Perusahaan yang mengaami kondisi seperti ini, masih dimungkinkan untuk bisa beroperasi secara normal, namun tidak bisa menganti aktiva tetap lamanya dengan yang baru  yang realtif mahal harganya, mengingat perusahaan ini hanya bisa mengcover beban-beban variabelnya dan beban tetap non depresiasinya. Sebagai contoh dalam table 03 terlihat  perusahaan berproduksi pada tingkat 30 unit mengalami kerugian sebesar 200, sedangkan beban tetap depresiasinya sebesar 300, sehingga secara keseluruhan kerugian sebesar 200 akan bisa ditutup dengan beban tetap depresiasinya, mengingat dalam beban tetap depresiasi tidak ada arus kas keluar (hanya ada pada pencatatan saja), sehingga ada kelebihan uang tunai 100 ( -200 + 300 = 100) namun status perusahaan tetap rugi secara akuntansi.

Peran pemerintah dalam menghadapi BUMN/BUMD berkarakter seperti ini adalah memberikan subsidi untuk pembelian aktiva tetap baru, memberikan technical assistance / advice  agar perusahaan tersebut bisa bekerja secara efisien dan optimal sehingga diharapkan kemudian bisa mencetak laba.

2.      Kerugian per tahun > beban tetap depresiasi per tahun

Perusahaan yang berada dalam kondisi seperti ini, sudah agak terlambat untuk diperbaiki, mengingat pendapatannya tidak mampu untuk menutup beban variabel dan beban tetap non depresiasinya. Contoh seperti terlihat dalam table 03 perusahaan dengan tingkat produksi 20 unit menderita kerugian 400, kerugian 400 akan ditutup dengan beban tetap depresiasinya sebesar 300. Namun walaupun sudah ditutup dengan beban tetap depresiasinya perusahaan tersebut masih mengalami “kekurangan”  sebesar 100.  Kondisi ini berarti perusahaan tersebut tidak mampu menutup beban variabel dan beban tetap non depresiasinya, sehingga bila terus dilanjutkan akan terjadi “pembusukan” dari dalam karena harus tekor untuk kegiatan operasional hariannya.

Peran pemerintah dalam hal ini bisa diujudkan dalam bentuk penyuntikan dana segar(fresh money) untuk kegiatan operasional perusahaan, perusahaan tersebut diubah menjadi bagian dari departemen (dinas) bukan sebagai business entity, atau dijual kepada swasta dengan mayoritas saham masih ditangan pemerintah. 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu dari tiga pilar penggerak ekonomi negara dalam kenyataannya sering dijumpai belum beroperasi seperti yang diharapkan. Masih sering ditemui di pusat maupun di daerah, perusahaan milik negara tersebut dalam kondisi merugi, meskipun banyak pula yang menunjukkan performance cukup sehat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan kondisi merugi tersebut BUMN & BUMD harus dilikuidasi ?


	Keberadaan BUMN & BUMD  tidak bisa lepas dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama melihat BUMN & BUMD sebagai bussiness entity, dan yang kedua memandang sebagai public service. Sebagai bussiness entity BUMN & BUMD merupakan profit getter, sehingga kinerjanya diukur dari seberapa jauh perusahaan tersebut mampu mencetak laba, semakin tinggi laba yang diperoleh akan semakin baik pula kinerjanya, demikian pula sebaliknya. Sudut pandang kedua lebih menekankan pada sisi pelayanan kepada publik yang merupakan salah satu tugas negara kepada rakyatnya, seperti disebutlkan dalam PP No: 3/1983, dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.


	Beban tetap depresiasi sebagai salah satu komponen penentu laba/rugi perusahaan, dapat dijadikan dasar untuk menentukan ditutup tidaknya BUMN & BUMD yang merugi. Bila kerugian per tahun lebih kecil dari  beban tetap depresiasi per tahun, maka perusahaan masih bisa beroperasi namun tidak bisa mengganti aktiva tetapnya dengan yang baru. Bila kerugian per tahun lebih besar dari  beban tetap depresiasi per tahun, maka perusahaan tersebut harus ditutup atau dijual atau dimasukkan bagian dari departemen/dinas (bukan sebagai bussiness entity). Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham BUMN & BUMD bisa mengambil langkah – langkah yang bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut.





 Kata kunci : BUMN & BUMD; Aspek sosial & Aspek ekonomi; Beban tetap depresiasi.
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